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Abstrak

Berdasarkan frasa yang terkandung pada Pasal 32 diatas dapat diartikan bahwa pemajuan
kebudayaan merupakan hal penting untuk dilindungi, dihormati, dikembangkan, dan
dilestarikan. Untuk memenuhi empat aspek tersebut dibutuhkan aturan turunan sebagai
penjabaran lebih lanjut dari Pasal 32 UUD NRI 1945. Tujuan Penelitian yakni Mengetahui
Budaya hukum dalam Implementasi Undang - Undang No.5 Tahun 2017 Tentang
Pemajuan kebudayaan terhadap Lembaga - Lembaga kebudayaan di kota palu, dan untuk
mengetahui Implementasi Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2017 Terhadap eksistensi
Lembaga - Lembaga kebudayaan di kota palu. Metode Penelitian yang digunakan yaitu
tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum empiris, Penelitian hukum
empiris menggunakan prespektif kenyataan dengan melihat bekerjanya hukum dalam
realitas yang ada dimasyarakat. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu
penelitian hukum yang menggunakan data primer. Pembahasan Pertama Budaya hukum
terhadap masyarakat yang bergerak pada bidang pemajuan kebudayaan belum secara
keseluruhan menjadikan UU No 5 Tahun 2017 sebagai pedoman atau patokan dalam
menjalankan program-program pemajuan kebudayaan. Artinya bahwa karena budaya
hukum yang didalamnya terdapat kesadaran dan ketaatan terhadap hukum belum
tertanam dalam pemajuan kebudayaan. Keberadaan UU No 5 Tahun 2017 Tentang
Pemajuan Kebudayaan masih cukup asing didalam masyarakat kota palu. Kedua
Efektifitas hukum tidak dapat dilepaskan dari adanya pengaruh budaya hukum yang
hidup dalam masyarakat, oleh karena itu memahami budaya hukum yang terdapat di
masyarakat akan sangat menentukan bentuk pelaksanaan UU No 5 Tahun 2017 yang
berkeselarasan dengan kebutuhan masyarkat.

Kata Kunci: Pengaruh Budaya hukum terhadap UU No.5 Tahun 2017

Abstract

Based on the phrase contained in Article 32 above, it can be interpreted that the advancement of
culture is an important thing to be protected, respected, developed, and preserved. To fulfill these
four aspects, derivative regulations are needed as a further elaboration of Article 32 of the 1945. The
purpose of the research is to determine the legal culture in the implementation of Law No. 5 of 2017
concerning the Advancement of Culture towards cultural institutions in the city of Palu, and to
determine the implementation of Law No. 5 of 2017 regarding the existence of cultural institutions
in the city of Palu. The research method used is the type of research used, namely the type of empirical
legal research, empirical legal research uses a reality perspective by looking at the workings of law in
the reality that exists in society. Empirical legal research or sociological research is legal research
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that uses primary data. First Discussion The legal culture of the community engaged in the field of
cultural advancement has not yet fully made Law No. 5 of 2017 a guideline or benchmark in
implementing cultural advancement programs. This means that the legal culture in which there is
awareness and obedience to the law has not been embedded in cultural advancement. The existence
of Law No. 5 of 2017 concerning Cultural Advancement is still quite foreign in the Palu city
community. Second The effectiveness of the law cannot be separated from the influence of the legal
culture that lives in society, therefore understanding the legal culture that exists in society will
greatly determine the form of implementation of Law No. 5 of 2017 that is in harmony with the needs

of society.

Keywords: The Influence of Legal Culture on Law No. 5 of 2017

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Implementasi hukum terkadang mengalami resistemsi dengan realitas yang
terjadi pada mayarakat. Sehingga Efektifitas hukum menjadi indikator untuk
melihat tentang bagaimana suatu peraturan perundang-undangan bekerja, ketika
suatu aturan bekerja secara optimal dan memberikan nilai keadilan maka aturan
tersebut telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, begitu pun sebaliknya ketika
suatu aturan tidak bekerja secara optimal dan tidak memberikan nilai keadilan
didalam kehidupan masyarakat maka aturan tersebut hanya sebagai pajangan
formalitas belaka yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarkat.

Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto dalam bukunya Menelusuri
Sosiologi Negara mengatakan dasar utama mengapa hukum ditaati adalah, karena
anggota-anggota kelompok mempercayai serta menjiwai nilai-nilai yang
diwujudkan oleh hukum, dalam perilakunya. Ketaatan pada aturan berasal dari
kemampuan aturan tersebut untuk mengekspresikan tujuan-tujuan bersama yang
dianut yang ternyata lebih berperan dari pada ancaman dan sanksi-sanksi. (Purnadi
Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1983: 28)

Budaya Hukum yang memadai akan sangat menentukan keberhasilan
implementasi dari sebuah peraturan perundang-undangan khususnya UU No 5
Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Sehingga dalam penulisan tesis ini
mencoba mendeteksi budaya hukum yang berjalan dalam mengimplementasikan
UU No 5 Tahun 2017.

Lembaga-lembaga kebudayaan di Kota Palu memiliki peran yang krusial
dalam proses pelestarian kebudayaan. Mereka tidak hanya bertugas untuk
mendokumentasikan dan mengarsipkan warisan budaya, tetapi juga berperan aktif
dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya, seperti festival, pameran, dan
lokakarya. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya pelestarian,
tetapi juga sebagai sarana edukasi dan promosi budaya kepada generasi muda dan
masyarakat luas.

Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan salah satu daerah
yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Kebudayaan di Palu mencakup
berbagai aspek, mulai dari seni tradisional, adat istiadat, bahasa, hingga
pengetahuan lokal. Keberadaan lembaga-lembaga kebudayaan di Palu, seperti
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Dewan Kesenian Kota Palu dan berbagai komunitas budaya, memainkan peran

penting dalam upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan di daerah tersebut.

Namun, implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dalam konteks
pelestarian kebudayaan di Kota Palu masih menghadapi berbagai tantangan. Salah
satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi dan sinergi antara lembaga-
lembaga kebudayaan dengan pemerintah daerah. Selain itu, keterbatasan sumber
daya, baik dalam bentuk dana maupun tenaga ahli, seringkali menjadi hambatan
dalam menjalankan program-program kebudayaan.

Pada rabu tanggal 28/04/2021 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
manusia dan kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui bahwa Implementasi UU No
5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Budaya masih mengalami kendala. Ia mengatakan
bahwa implementasi yang terkendala dan cukup sulit dilakukan itu pun
membutuhkan dukungan masyarakat khususnya yang berkecimpung dibidang
seni. (website, Kompas: 2021)

Pentingnya peran lembaga-lembaga kebudayaan di Palu dalam implementasi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 menuntut adanya penelitian yang mendalam
untuk memahami bagaimana undang-undang ini dijalankan di tingkat lokal.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas
undang-undang tersebut dalam mendukung pelestarian kebudayaan serta
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
program-program kebudayaan di Kota Palu.

. Perumusan masalah.

a. Bagaimana Budaya Hukum Dalam Implementasi Undang-Undang No 5 Tahun
2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Terhadap Lembaga-Lembaga Kebudayaan
Di Kota Palu?

b. Bagaimana Efektifitas Hukum Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2017 Terhadap Eksistensi Lembaga-Lembaga Kebudayaan Di Kota Palu?

. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis Budaya Hukum Dalam Implementasi
Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Terhadap
Lembaga-Lembaga Kebudayaan Di Kota Palu?

b. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektifitas Hukum Dalam Implementasi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Terhadap Eksistensi Lembaga-Lembaga
Kebudayaan Di Kota Palu?

. Kajian literatur.

a. Tradisi Lisan

Tradisi lisan meliputi berbagai cerita, legenda, mitos, peribahasa, puisi, dan

bentuk komunikasi verbal lainnya yang diwariskan dari generasi ke generasi
secara lisan. Tradisi ini merupakan bagian penting dari kekayaan budaya bangsa,
yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal serta pengalaman hidup masyarakat.

b. Manuskrip

Manuskrip merujuk pada naskah-naskah kuno yang ditulis tangan, memuat
informasi, sejarah, dan pengetahuan dari masa lalu. Manuskrip ini adalah

300



warisan budaya yang sangat berharga karena mencerminkan intelektualitas,
sastra, dan tradisi budaya masyarakat pada zaman tersebut.
c. Adat Istiadat
Adat istiadat mencakup kebiasaan, tradisi, dan norma yang berlaku dalam
suatu komunitas atau masyarakat, yang mengatur perilaku, hubungan sosial,
serta tata cara dalam kehidupan sehari-hari. Adat ini meliputi berbagai kegiatan
ritual, upacara, dan cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun.
d. Ritus
Ritus, atau upacara keagamaan dan sosial, adalah rangkaian kegiatan atau
ritual yang memiliki makna penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Ritus
ini mencakup perayaan keagamaan, upacara pernikahan, kematian, kelahiran,
serta upacara adat lainnya yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang
mendalam.
e. Pengetahuan Tradisional
Pengetahuan tradisional mencakup sistem pengetahuan yang berkembang
dalam masyarakat adat dan budaya tertentu. Pengetahuan ini biasanya berkaitan
dengan cara hidup, pengelolaan alam, pertanian, pengobatan tradisional, serta
berbagai keterampilan hidup lain yang telah ada sejak zaman dahulu dan
diwariskan secara turun-temurun.
f. Teknologi Tradisional
Teknologi tradisional merujuk pada keterampilan dan alat yang digunakan
oleh masyarakat tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti alat
pertanian, kerajinan tangan, bangunan tradisional, dan sistem irigasi ramah
lingkungan. Teknologi ini sering kali efisien dan berkelanjutan, sesuai dengan
kondisi lingkungan setempat.

B. Metode

Penelitian hukum tidak cukup hanya dijelaskan pada sudut pandang normatif (aturan
saja), tetapi sebaiknya memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana
hukum itu diterapkan, termasuk bagaimana penerapan atau pelaksanaan hukum dalam
praktek riilnya dalam masyarakat, kelompok, institusi, lembaga, tertentu. Oleh karena itu,
peneliti harus juga melakukan penelitian hukum secara sosiologis (empiris) secara
bersamaan. (Muhaimin, 2020:79)

Dalam penulisan tesis ini, Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas
fakta - fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. (Ronny Hanitijo Soemitro,
2009:10)

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan
penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan,
penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat kemudian
dilakukan pengamatan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein pada praktinya.
(Abdulkadir Muhammad, 2004:102)

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji dan menganalisis, terhadap implementasi
UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dalam Proses Pelastarian Budaya Di
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Lembaga-Lembaga Kebudayaan Kota Palu. UU No 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan
perlu untuk diuji keberlakuannya secara kongkret melalui eksistensi keberadaan lembaga-
lembaga kebudayaan di kota palu. Permasalahan hukum dapat dikategorikan sebagai
sebuah permasalahan ketika cita-cita hukum dan realitas hukum tidak berjalan selaras,
bahwa terdapat konsep law in books dan law enforcement/law in action untuk menguji
keberhasilan suatu UU didalam kehidupan masyarakat.

a. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis
sosiologis/socio legal, adapun penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis
sosiologis, adalah dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai
institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. (Soerjono
Soekanto, 1986:51)

Pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris merupakan penelitian hukum
yang berfokus melihat pada cara bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat.
Apakah sebuah peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk khususnya UU No 5
Tahun 2017 Tentang Pemajuan Budaya telah berkesesuaian dan berkeselarasan dengan
kehidupan masyarakat atau justru sebaliknya.

Oleh karena itu penelitian ini mencoba menggunakan pendekatan penelitian yuridis
sosiologis untuk menganalisis implementasi UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan
Budaya dalam proses pemajuan kebudayaan melalui lembaga-lembaga kebudayaan
dikota palu. Karena indikator kemajuan kebudayaan dikota palu dapat dilihat dari
seberapa eksisnya lembaga-lembaga kebudayaan tersebut. Sehingga UU No 5 Tahun 2017
Tentang Pemajuan Budaya harus menjadi sarana pembangunan pemajuan kebudayaan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Budaya Hukum Dalam Implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang
Pemajuan Kebudayaan Terhadap Lembaga-Lembaga Kebudayaan Di Kota Palu.
Peran hukum menjadi sangat penting dalam menjaga keberagaman budaya
Indonesia. S. Nita Amalia & Aji Mulyana, et.,al (2025:3) Hukum tidak hanya
berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan
bernegara, tetapi juga menjadi alat yang efektif untuk menjaga eksistensi
kebudayaan lokal. S. Nita Amalia & Aji Mulyana, et.,al (2025:3) Hukum harus
mampu memberikan landasan yang kuat untuk melindungi budaya lokal dari
pengaruh budaya asing yang berlebihan. S. Nita Amalia & Aji Mulyana, et.,al (2025:3)
Tentunya berkaitan dengan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana terkandung
didalam Pasal 32 UUD NRI 1945 merupakan landasan konstitusional. Selain itu frasa
kebudayaan terdapat juga didalam Pasal 18B ayat 2 UUD NRI 1945 yang berbunyi
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur dalam undang-undang”. Pasal 281 UUD NRI 1945 “Identitas budaya dan hak
masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan
peradaban”.
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Menurut Jimly Asshidigie Konstitusi sudah seharusnya dipahami juga
fungsinya dalam konteks kebudayaan. Konstitusi dalam ilmu hukum selalu
dipahami hanya sebagai struktur-struktur politik dan pelembagaan-pelembagaan
nilai dan norma hukum bernegara. Padahal, struktur dan kelembagaan-kelembagaan
bernegara itu berisi elemen-elemen kebudayaan. Jimly Asshiddiqie (2017:69)

Para perumus Konstitusi Indonesia menyadari peran penting kebudayaan
dalam pembentukan jati diri masyarakat dan bangsa Indonesia pada khususnya,
serta bagi modernitas dan kemajuan bangsa pada umumnya. Pengembangan budaya
Indonesia adalah tanggung jawab Negara, bukan hanya Pemerintah tetapi juga
masyarakat. Josua Satria Collins (2024:132)

Berdasarkan UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Budaya telah
menyebutkan Lembaga-lembaga yang berperan penting dalam pemajuan budaya
sebagaimana tertuliskan didalam BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka (7), angka
(14), angka (15), angka (16), dan angka (17).

Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran penting dalam pemajuan
kebudayaan, maka untuk mengukur keberhasilan dalam mengimplementasikan UU
No 5 Tahun 2015 Tentang Pemajuan Kebudayaan sangat ditentukan oleh kualitas
kinerja dari Lembaga-lembaga terkait.

Pengembangan kebudayaan dilakukan oleh Pemerintah sesuai tingkatan nya
untuk menfasilitasi penyelenggaraan kebudayaan sesuai dengan renca induk
nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kebudayaan. Sarsaran
penyelenggara an kebudayaan meliputi, hak berkebudayaan, jati diri dan karakter
bangsa, multikulturalisme, sejarah dan warisan budaya, industri budaya, diplomasi
budaya, kelembagaan kebudayaan dan SDM kebudayaan, dan prasarana dan sarana
kebudayaan. Widya Noventari & Andhika Yudha Pratama (2019:8)

Dalam konteks implementasi UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan
Kebudayaan, terkait pemajuan kebudayaan di Sulawesi tengah khusus kota palu,
maka struktur hukum atau dalam hal ini Lembaga-lembaga kebudayaan yang
berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi
faktor utama yang menentukan terimplementasikannya UU No 5 Tahun 2017
Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Lembaga-lembaga kebudayaan menjadi aktor utama dalam pemajuan
kebudayaan, lembaga-lembaga kebudayaan merupakan manifestasi kesadaran
kolektif masyarakat dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan-kebudayaan
yang menjadi karakteristik setiap wilayah yang berada didalam wilayah negara
kesatuan republik Indonesia khususnya yang berada dikota palu.

. Efektifitas Hukum Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017
Terhadap Eksistensi Lembaga-Lembaga Kebudayaan Di Kota Palu

Menurut Sabian Usman Efektivitas dari kata efektif yang mengandung
pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan
hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan
tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau
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sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.
Jadi efektivitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator
efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai
sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Galih Orlando (2022:50)

Sabian Usman dalam tulisannya mengutip pendapat hans kelsen, Menurut
Hans Kelsen, Jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang
Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu
mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-
norma hukum. Bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma
hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan
norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu
benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Galih Orlando (2022:50)

Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang
berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan
atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebebkan bahwa hukum harus
diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut
terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa- peristiwa masa kini dan
untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara
umum. Dengan demikian, maka disamping tugas-tugas kepastian serta keadilan
tersimpul pula unsur kegunaan didalam hukum. Galih Orlando (2022:50-51)

Pada konteks implementasi UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan
Kebudayaan di kota palu belum terlaksana secara maksimal. Karena masih
terdapatnya kendala atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sehingga
hal ini menjadikan implementasi UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan
Kebudayaan di Kota Palu belum berlaku efektif:

a. Belum adanya pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi,
Peraturan Daerah Kabupaten.

b. Anggaran dalam mengimplementasikan UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan
Kebudayaan masih sangat terbatas.

c. Fasilitas dan sarana prasarana yang belum memadai.

d. Kesadaran dan ketaatan hukum Aparatur dalam lingkup pemerintahan dan
masyarakat dalam pemajuan kebudayaan belum sepenuhnya memahami UU No
5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Mengacu pada teori efektifitas hukum Anthony Allot UU No 5 Tahun 2017
Tentang Pemajuan Kebudayaan belum berlaku secara efektif karena dalam
pengimplementasiaanya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber
terkait masi ditemukan masalah sebgaimana telah disebutkan diatas.

Keberadaan Lembaga Kebudayaan yang merupakan organisasi kelembagaan
yang dibentuk karena kesadaran masyarkat dalam pemajuan kebudayaan belum
sepenuhnya menjadikan UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
sebagai dasar pedoman dalam pelaksanaannya.
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D. Kesimpulan

1. Dalam konteks implementasi UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan,
terkait pemajuan kebudayaan di Sulawesi tengah khusus kota palu, maka struktur
hukum atau dalam hal ini Lembaga-lembaga kebudayaan yang berkolaborasi
dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi faktor utama yang
menentukan terimplementasikannya UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan
Kebudayaan.
Lembaga-lembaga kebudayaan menjadi aktor utama dalam pemajuan kebudayaan,
lembaga-lembaga kebudayaan merupakan manifestasi kesadaran kolektif
masyarakat dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan-kebudayaan yang
menjadi karakteristik setiap wilayah yang berada didalam wilayah negara kesatuan
republik Indonesia khususnya yang berada dikota palu.

2. implementasi UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan di kota palu
belum terlaksana secara maksimal. Karena masih terdapatnya kendala atau
masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sehingga hal ini menjadikan
implementasi UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan di Kota Palu
belum berlaku efektif:

a. Belum adanya pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah
Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten.

b. Anggaran dalam mengimplementasikan UU No 5 Tahun 2017 Tentang
Pemajuan Kebudayaan masih sangat terbatas.

c. Fasilitas dan sarana prasarana yang belum memadai.

d. Kesadaran dan ketaatan hukum Aparatur dalam lingkup pemerintahan dan

masyarakat dalam pemajuan kebudayaan belum sepenuhnya memahami UU
No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
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